
BUPATI KETAPANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATJ KETAPANG 
NOMOR 25 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR7 TAHUN 2013 
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 5 TAHUN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rang!a melaksanakan ketentuan Pasal 
11 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (3), Pasal 
15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (7) dan 
Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten 
Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2016; ' 

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat 
II di Kalimantan .(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nnmor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

' 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan 
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (berita negara); 

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 
2009 Nomor 2); 
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Menetapkan 

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2016 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAIMANA 
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 
TAHUN 2016 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Ketapang. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan 

fungsi sebagai pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkt Daerah yang memiliki 

tugas pokok dan fungsi sebagai pemungut Retrib~si Pemakaian Kekayaan 
Daerah. ' 

6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh 
Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, bangunan dan gedung, pemakaian 
kendaraan bermotor darat dan air/alat-alat berat, pemakaian lapangan 
umum/alun-alun dan lapangan olah raga. 

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Daerah atas setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah 
berupa tanah, bangunan dan gedung, pennkaian kendaraan bermotor darat 
dan air/alat-alat berat, pemakaian lapangan umum/alun-alun dan lapangan 
olah raga. 

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi. 

9. Retr,ibusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib 
retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau 
dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan. 
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9 10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, 
jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi 
administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran yang terutang di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang. 

BAB II 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 2 
(1) Retribusi dipungut di daerah tempat penyelenggaraan pelayanan pemakaian 

kekayaan daerah berupa tanah, bangunan dan gedung, pemakaian 
kendaraan bermotor darat dan air/alat-alat berat, pemakaian lapangan 
umum/alun-alun dan lapangan olahraga, pemakaian penginapan/mess, 
laboratorium daerah serta kekayaan lain milik daerah. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakas HD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai 
pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat menetapkan SKRD 
atas nama Bupati. 

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. 

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada aya:t (4) 
ditandatangani Kepala Perangkat Daerah. 

(6) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratran 

/ Bupati ini. 

BAB III 
TATA CARA PEMBAYARAN, PENGANGSURAN DAN 

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran Retribusi 

Pasal 3 

(1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara: 
a. disetor langsung melalui Petugas Loket/Bendahara Penerimaan pada 

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
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b. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang pada Bank Kalbar 
Cabang Ketapang melalui transfer atau secara tunai menggunakan SSRD 
sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD; 

c. menggunakan karcis. 
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan 

secara sekaligus dan lunas sebelum masajatuh tempo. 
(3) Masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD. 

(4) Dalam ha! pembayaran retribusi melalui Petugas Loket/Bendahara 
Penerimaan pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 
Tanda bukti pembayaran. 

(5) Tanda bukti pembayaran terdiri dari 4 (empat) rangkap, yakni: 
a. lembar pertama untuk wajib retribusi sebagai bukti pembayaran; ¢ 

b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang 
bersangkutan; 

c. lembar ketiga untuk bukti pertanggungjawaban penerimaan; dan 
d. lembar keempat untuk Kas Umum Daerah. 

(6) Bentuk Tanda Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(7) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke Rekening Kas 
Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib retribusi 
menyerahkan bukti transfer ke Petugas Loket/Bendahara Penerimaan pada 
Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pc.makaian Kekayaan Daerah. 

(8) Dalam hal pembayaran retribusi menggunakan karcis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, petugas penerima menyerahkan bukti 
pembayaran ke Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Pemungut 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

(9) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan oleh 
Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

(10) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 4 
(1) Pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dicatat dalam Buku 

Penerimaan dan wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten 
Ketapang paling lama lx24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh 
Bupati. 

(2) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). 

' (3) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 
Tata Cara Pengangsuran dan/ atau Penundaan Pembayaran Retribusi 

Pasal 5 
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui 

Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
untuk mengartgsur dan/ atau menunda pembayaran retribusi terutang 
berdasarkan SKRD dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan atau 
mengalami keadaan diluar kekuasaannya dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(2) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda disetujui 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga sebesar 
2% (dua per seratus) setiap bulan dihitung dari sisa angsuran, dengan 
ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Pasal 6 
(1) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus 

diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo 
pembayaran, dilampiri dengan: 
a. alasan pengajuan permohonan; 
b. bukti pendukung berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala 

Desa/Lurah 
c. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon c. untuk diangsur, masa 

angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran retribusi 
yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam 
hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi 
sehingga wajib retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada 
waktunya. 

(3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
atau melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
diterimanya surat permohonan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan 
bahan dalam pemberian persetujuan atau penolakan yang hasilnya 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. 

(4) Dalam hal permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disetujui atau ditolak, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah menerbitkan surat keputusan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Angsuran dan/atau penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 dapat' diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi. 

Pasal 7 
(1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

menetapkan besarnya utang retribusi yang diangsur dan/atau ditunda ·- -- -- pelunasannya. 
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t (2) Bunga scbagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) ditagih dengan 
menerbitkan STRD setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo 
penundaan, atau pada tanggal pembayaran. 

Pasal 8 
(1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh 

wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perangkat 
Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama Bupati 
menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 
tanggal diterimanya permohonan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/ a tau masa angsuran atau 

lamanya penundaan pembayaran sesuai dengan permohonan wajib 
retribusi; 

b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/ a tau masa angsuran a tau 
lamanya penundaan; atau 

c. menolak permohonan wajib retribusi. 
(3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) telah terlampaui dan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan 
disetujui sesuai dengan permohonan wajib retribusi dan Perangkat Daerah 
Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah wajib menerbitkan Surat 
Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat 
Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi paling lama 5 
(lima) hari kerja. 

(4) Dalam hal permohonan wajib retribusi disetujui, Perangkat Daerah 
Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menerbitkan Surat 
Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat 
Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi. 

.4. 

(5) Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak seb~gaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penplakan Angsuran dan/atau 
Penundaan Pembayaran Retribusi. 

BAB IV 
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI 

Pasal 9 

(1) Wajib retribusi karena kondisi tertentu dapat mengajukan permohonan 
pengurangan dan keringanan retribusi kepada Bupati melalui Kepala 
Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan 
alasan: 
a. kondisi objek retribusi yaitu usaha yang menjadi objek retribusi tutup 

sementara atau permanen, dengan besaran pengurangan atau keringanan 
paling banyak 50% (lima puluh per seratus); 

b. kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa bencana alam 
atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa 
bumi, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan paling 
banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus). 
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(2) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurang 
retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut 
Kekayaan Daerah secara tertulis dalamn Bahasa Ind 
dengan alasan yang jelas dengan melampirkan dokume 

atau keringanan 
etribusi Pemakaian 
nesia dan disertai 
pendukung berupa 

a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 
b. Fotokopi identitas wajib retribusi; 
c. Fotokopi Kartu Keluarga; 
d. Surat Keterangan Tanda Miskin oleh Kelurah~n/Dbsa sesuai domisili 

pemohon; 

Pasal 10 
(l)· Keputusan pengurangan dan keringanan sebagaiman 

Pasal 9 ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati berdasark 
administratif dan apabila diperlukan dapat dilakuk 
dilapangan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati. 

dimaksud dalam 
hasil penelitian 

dengan penelitian 

a dimaksud pada 
Kekayaan Daerah 

an kepada wajib 

rangan/keringanan 
bagian yang tidak 

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk berdasarkan surat 
tugas oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut R tribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah dan hasilnya dituangkan dalam lap an hasil penelitian 
pengurangan dan keringanan retribusi. 
Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan sebagaim 
ayat (1), Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakai 
wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapan 
retribusi. 

(4) Bentuk keputusan bupati tentang pemberian pen 
retribusi tercantum dalam Lampiran VII yang merupak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

� 
(2) 

7 .. 
(3) 

Pasal 11 
(1) Pejabat harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau 

keringanan retribusi yang diajukan wajib pajak dalam waktu paling lama 6 
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa mengabulkan 
sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak. 

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) telah lewat.dan 
pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan atau 
keringanan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan. 

BABV 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasal 12 
(1) Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang 

bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dan pengenaan bunga/ denda 
keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan dengan 
menggunakan STRD dengan didahului surat teguran. 

(2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
menerbitkan surat teguran sebagaimans dimaksud pada ayat (1) setelah 5 
(lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi. 
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(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh 
pegawai Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
atau melalui Pos kepada wajib retribusi. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran 
oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(5) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan 
bunga/denda keterlambatan dapat dilunasi melalui petugas loket/bendahara 
penerimaan pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah atau langsung dibayar melalui Rekening Kas Umum 
Daerah Kabupaten Ketapang. 

(6) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(7) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB VI 

KEBERATAN 

Pasal 13 
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 

alasan-alasan yang jelas. 
(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, 

wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi 
terse but. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila 
wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. 

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat 3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak 
dipertimbangkan. 

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
pelaksanaan penagihan retribusi tersebut. 

Pasal 14 

( 1) 

(2) 

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) b~lan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas'keberatan yang diajukan 
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat clan 
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan 
tersebut dianggap diterima. 

• 

BAB VII 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN 

PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 15 
Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila: 
a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; 

dan/atau 
b. Dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang. 

Pasal 16 
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah 
Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara 
tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan dan 
melampirkan : 
a. nama dan alamat wajib retribusi; s 
b. masa retribusi; 
c. besarnya kelebihan pembayaran; 
d. alasan singkat dan jelas; 
e. fotokopi identitas wajib retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa 

apabila dikuasakan; 
f. fotokopi SKRD dan/atau STRD; 
g. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan. 

(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan 
secara langsung atau melalui pos tercatat. 

(4) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah merupakan bukti saat permohonan 
diterima oleh Bupati. 

Pasal 17 
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lame. 6 (enam) bulan sejak diterimanya 

permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 
16 ayat (2) harus memberikan Keputusan. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui 
dan Bupati tidak memberikan suatu kept:sen, permohonan pengembalian 
kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan 
dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
dit~rbitkan SKRDLB. 

' 
(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 

lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 
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sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran retribusi. 

Pasal 18 

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. 

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang 
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17¥ ayat (3) 
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai 
bukti pembayaran 

BAB VIII 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

Pasal 19 

(1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang 
tercantum dalam SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, atau Penghapusan 
Sanksi Administratif yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa. 

(2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, 
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidan~ di bidang retribusi. 

(3) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika: 
a. diterbitkan surat teguran; atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun 

tidak langsung. 
(4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat 
teguran tersebut. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan 

• masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan pt:rmohonan keberatan oleh wajib 
retribusi. 

Pasal 20 

(1) Inventarisasi piutang retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) 
disebabkan : 
a. wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan 

dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan 
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat 
Keterangan dari pejabat berwenang yang menyataka:n bahwa Wajib 
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Retribusi yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta 
warisan dan tidak mempunyai ahli waris; 

'b. wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan 
Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyakan bahwa 
wajib retribusi benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; 

c. wajib retribusi yang hak penagihannya sudah kedaluarsa; atau 
d. sebab lain, misalnya wajib retribusi tidak dapat ditemukan, dokumen 

tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang 
tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak 
diakibatkan cuaca atau sebab lain di lua hlzasaannya. 

(2) Berdasarkan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
menyusun Daftar Piutang Retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi untuk melaksanakan penelitian setempat dan/atau 
penelitian administrasi guna memastikan piutang retribusi yang nyata-nyata 
tidak dapat ditagih lagi. 

(3) Penelitian setempat berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala 
Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Pasal 21 

(1) Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus menggambarkan 
keadaan wajib retribusi atau piutang retribusi yang bersangkutan sebagai 
dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat ditagih 
lagi dan disampaikan sebagai bahan usulan kepada Kepala Perangkat Daerah 
Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas nama Bupati untuk 
dihapus. 

(2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- 
kurangnya memuat: 
a. nama wajib retribusi /yang diberi kuasa; 
b. alamat wajib retribusi /yang diberi kuasa; 
c. nomor dan tanggal SKRD, STRD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat 

Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan 
.£ Sanksi Administrasi; 

d. jenis retribusi; 
e. tahun retribusi; 
f. besarnya piutang retribusi yang akan dihapuskan; 
g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; 
h. alasan penghapusan piutang; dan 
i. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan. 

BAB IX 

PEMERIKSAAN 
Pasal 22 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka 
melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. 
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(2) Pemeriksaan dilakukan dalam hal terjadi tidak atau kurang bayar oleh wajib 
retribusi atau wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran retribusi. 

(3) Pemeriksaan dilakukan dengan cara 
a. pemeriksaan kantor; 
b. pemeriksaan lapangan. 

(4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemeriksa wajib: 
a. mendasarkan pada surat tugas; 
b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi yang 

dipanggil/ diperiksa; 
c. memeriksa dokumen retribusi terkait; 
d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi; 

(5) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemeriksa wajib : 
a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan 

pemeriksaan kepada wajib retribusi; 
b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi; 
c. memperlihatkan surat tugas kepada wajib retribusi; 
d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada wajib 

retribusi; 
(6) Pemeriksa wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat antara 

lain mengenai : 
a. dasar tugas pemeriksaan; 
b. identitas wajib retribusi; 
c. pembukuan atau pencatatan wajib retribusi; 
d. pemenuhan kewajiban retribusi; 
e. materi yang diperiksa; 
f. uraian hasil pemeriksaan; 
g. ikhtisar hasil pemeriksaan; 
h. penghitungan retribusi terutang; 
i. kesimpulan dan usul pemeriksa retribusi. 

(7) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : 
a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
objek Retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
dan/atau 

c. memberikan keteranigan yang diperlukan. 

BAB VIII 
PELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 23 .----- 

(1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah. 
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perangkat Daerah Pemungut 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat bekerjasama dengan Perangkat 
Daerah terkait. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

' Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal, 28 Mei 2018 

BUPATI KETAPANG, 

ttd 

MARTIN RANTAN 
Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal, 28 Mei 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

ttd 

HERONIMUS TANAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 25 

1001 
MH Ed 

NIP. 

8 Salinan Sesuai Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda 

Kabupate; Ketapang 
/? 
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I.AMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 25 TAHUN 2018 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 
2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
SEBAGAMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 5 TAHUN 2016 

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) 

@ PEMERINTAH KABUPATEN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NOSKRD 
KETAPANG (SKRD) ......................... 

Masa ..................................... , .................. , ....... 
Tahun: ............................................................... 

Nama ................................................................................... , ....... , .. ,., .. , ..... ,., .. , .. ,,. 
Alamat ................................................... 
Tangg~l Jatuh Tempo ............................ 
No Kade Rekenin Uraian Retribusi Jumlah (Ro) 

1 
2 
3 
4 
5 

Jumlah Ketetapan Retribusi 
Jumlah Sanksi a. Bunga 

b. Kenaikan 
Jumlah Keseluruhan 

Dengah huruf .. : ..................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

PERHATIAN; 
1. Perhbayaran dilakukan pada Petugas Penerima/Bendahara Penerima atau penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah 

Kabupaten Ketapang pada Bank Kalbar Cabang Ketapang. 
2. Ap~bila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan 

Ketapang, ................................. 
KEPALA ................................................ , 

Tanda Tangan Cap 

Namajelas 
Nama Lengkap 

NIP .................................. 

_ polong di sini 
TANDA TERIMA: 
NAMA .............. , ........................................................... , ......... No.SKRD: ....................... 
ALAMAT: ................................................................................... 

Ketapang, .............. , .......... 
Yang menerima, 

Tanda Tangan 

,. Nama Lengkap 

Salinan Sesuai Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda 

Kabupate etapa 
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BUPATI KETAPANG, 

ttd 

MARTIN RANTAN 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPAT KETAPANG 
NOMOR 25 TAHUNz@iG -- 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 
2013 TENTANG RETRIBUSi PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 5 TAHUN 2016 

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN 

KOP NASKAH DINAS 

T ANDA TE RIMA (RESI) PEMBAYARAN NO.RESI: LOKET 

Nama Pemohon/Wajb Retribusi .................................................................................... , ................................................ 

Alamat ........................................................ ,,, ................................................................ , ......... 

Untuk Pembayaran ................................................................................................................................... 

Nomor dan Tanggal lzin (jika ada) .................................................................................................................................... 

Jumlah Pembayaran Rp ............................................................................................................................... 

-Resi ini merupakan tanda bukti l<etapang, ................................ 
pembayaran. Petugas Penerima Pembayaran 

-Resi ini sah bi/a sudah ditandatangani 
dan di bubuhkan Cap. 

(Nama) 
NIP ............. 

BUPATI KETAPANG, 

ltd 

MARTIN RANT AN 

8}% Salinan Sesuai Aslinya 
Kepala Bagi n Hukum Setda 

Kabupa 

Radi MH 
NIP. 1970 1 001 

- 
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LAMPIRANIII 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 25 TAHUN 2018 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 
2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 5 TAHUN 2016 

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 

% PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 
KEPALA ..................................................................... LEMBAR 1 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 

Nama Wajib Retribusi ...................................................... , ......... 
Alamat ...................................................... , ......... 
Telepon ............... , .. , ..... ,., ....... , ......... ,, ...... ,,, ......... 
Kode Rekening : Uraian Pembayaran : 
...................................................................................... ....................................................................... ,, .. , ....................................... 

. ......... , ....... ,, ... ,.,,.,, .................................................................. ,., .... , ........... 

................................................................ , ............... , ................................. , 
Nomor Ketetapan ............................................. Masa . ....................................... 
Tanggal Ketetapan ............................................. Tahun . ....................................... 

Pokok Retribusi Ro .............................................................. 
Denda Rp .............................•................................ 
Jumlah Pembavaran Ro .............................................................. 
Terbilang. ................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................... ............................................................................................. 

Untuk disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Nomor Rekening : .................................................................................... 
Kabupaten Ketapang 

Diterima oleh Bank Kalbar/Kasir Penerima Ketapang, ............................................ 
Tanggal, ............................. Wajib Retribusi 

Tanda tangan dan Cap Tanda Tangan Cap 
t 

Nama Jelas Nama ielas 

---- Bukti setoran ini sah i ika ditandatanqani dan di Cap olet Bank vanq dituni uk 

BUPATI'KETAPANG, 

ltd 

MARTIN RANTAN 

6% Salinan Sesuai Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda 

'Kabupat Ketay g 

Ed MH 
NIP: 1001 
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Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan : 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 25 TAHUN 2018 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 
2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 5 TAHUN 2016 

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

KOP NASKAH DINAS 
KEPUTUSAN KEPALA , .. 

NOMOR: . 
TENTANG 

PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

KEPALA , 
bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) 
Permohonan Pengangsuran Pembayaran Retribusi .......... Atas SKRD Nomor ......... tanggal............., maka perlu 
menetapkan Keputusan Kepala ....••..... tentang Pengangsuran Pemb~jaran Retribusi .......... Atas SKRD Nomor 
......... Tanggal ; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkal II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2.· Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7ZTahn 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2016); 

3. Peraturan Bupati Ketapang Nomor ... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. 

MEMUTUSKAN : 

Menyetujui permohonan pengangsuran pembayaran Relribusi alas SKRD Nomor langgal 
............. , alas nama: 
a. Nama Wajib Retribusi : . 
b. Alamat . 
Perhitungan jumlah pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut: 
a. Jumlah retribusi lerutang: .. 
b. Masa angsuran .. 
c. Perhllungan , .. 

Besarnya angsuran .. 
Denda administratif (2%): .. 
Jumlah .. 

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan 
perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Ketapang 
Pada langgal, . 
An. BUPATI KETAPANG, 

Tembusan: 
1. Yth. Inspektur Kabupaten Ketapang; 
2. Yh. Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ketapang; 
3. Yth. Kepala Kab. Ketapang. 

} Salinan Sesuai Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda 

Kabupate 1tapa 

a kadk« 
NIP. 1970061 
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BUPATI KETAPANG, 
ttd 

MARTIN RANTAN 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 25 TAHUN 2018 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 
2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
SEBAGAIMAN TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 5 TAHUN 2016 

BENTUK SURAT TEGURAN 

KOP NASKAH DINAS 

Kepada: 
Yth . 

di 

SURAT TEGURAN 
Nomor : . 

Berdasarkan pembukuan kami, bahwa Saudara masih mempunyai tunggakan pembayaran retribusi (nama/jenis retribusi), 
sebagai berikut : 

- Tanggal Jumlah Tagihan 
Jenis Retribusi Tahu Nomor & Tanaaa! SKRD Jatuh Tempo (Ro) ' 

sw 

Jumlah Ro ........................ 

Terbilang: ( ) 

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan STRD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kelapang Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, kami minta Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan dalam waktu7 
(tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima. 
Apabila Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di alas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami. 

Ketapang, .. 

KEPALA .. 

8, Salinan Sesuai Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 25 TAHUN 2018 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 
2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 5 TAHUN 2016 

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) 

PEMERINTAH KABUPATEN 
KETAPANG 

KEPALA . 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 
(SSRD) 

NO. STRD : . 

Nama Wajib Retribusi 
Alamat 
Tele on 

Kade Rekening 
Uraian 

Dari penelitian danlatau pemeriksaan tersebut di alas, perhitungan jumlal: yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 
1. Retribusi yang kurang bayar : Rp .. 
2. Sanksi Administrasi : Rp . 

a. Bung a : Rp .. 
b. Denda : Rp . 

3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp . 

Terbilang: . 

PERHATIAN: 
1. Pembayaran dilakukan melalui Petugas Penerima/Bendahara Penerirnaan dan/alali penyeloran ke Rekening Kas Umum 

Daerah Kabupaten Ketapang pada Bank Kalbar Cabang Ketapang; 
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi 

administrasi berua bun a 2% dua ersen' erbulan. 
Ketapang, .. 

Kepala /Pejabal yang ditunjuk 

Tanda Tangan dan Cap 
Nama .. 
NIP . 

oton Disini 
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG (STRD) NO. STRD : .. 
KEPALA Masa : . 

Tahun : .. 

TANDA TERIMA 
Nama Wajib Retribusi 
Alamal 
Telepon 

Ketapang, . 
Yang Menerima, 

Tan da Tangan 
Nama Jelas 

BUPATI KETAPANG, 
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Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan: 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

I.AMPIRANVII 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 25 TAHUN 2018 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 
2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 5 TAHUN 2016 

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/ 
KERINGANAN RETRIBUSI 

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR . 

TENTANG 
PEMBERIAN PENGURANGANIKERINGANAN RETRIBUSI 

ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI .. 

BUPATI KETAPANG, 

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan 
Pengurangan/Keringanan Retribusi _ alas nama Wajib Retribusi alas SKRD Namer tanggal 
............. , maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi atas 
nama Wajib Retribusi ; 
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darural Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembenlukan Daerah otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 352), sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekay~an 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Per turan Daerah Namer 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ketapang Namer 5 Tahun 2016); 

3. Peraturan Bupati Ketapang Nomor ... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Memberikan pengurangan/keringanan pembayaran retribusi atas SKRD Namer tanggal .. 
atas nama ; 
a. Nama Wajib Retribusi : .. 
b. Alamat .. 
Perhitungan jumlah pengurangan retribusi sebagairmana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut: 
a. Jumlah retribusi terutang : Rp .. 
b. Jumlah pengurangan retribusi : Rp . 
c. Jumlah retribusi yang dibayarkan (jumlah a - jumlah b) : Rp .. 
Apabila kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan 
perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Dit~lapkan di Ketapang 
Pada tanggal,.................................. 
BUPATI KETAPANG, 

Tembusan: 
1. Yth. lnspektur Kabupaten Ketapang; 
2-. Yth. Kepala adan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah Kab. Ketapang; 
3. Yth. Kepala Kab. Ketapang. 
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